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(E) Isi Abstrak:

Banyak masyarakat merokok tanpa melihat lingkungan, di mana ia berada.
Namun saat ini banyak wilayah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait
larangan merokok di tempat umum. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah
Daerah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun
2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana implementasi sanksi pidana denda bagi perokok
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang
Kawasan Tanpa Rokok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan
merokok ini diperuntukkan bagi tempat-tempat seperti seperti halte, terminal,
perkantoran, taman bermain dan lain sebagainya seperti yang tertuang
dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat
(1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat 1. Di mana
pelanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara seperti yang tertuang dalam
Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Seyogyanya
Pemerintah Kota Bogor memberlakukan dan memberikan sanksi tegas
terhadap pelanggar larangan merokok di tempat umum, baik dengan teguran
dan denda administratif sesuai aturan yang berlaku.
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DAFTAR SINGKATAN

adalah Dewan Perwakilan Rakyat
adalah Hak Asasi Manusia

adalah Kawasan Tanpa Rokok

adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
adalah Monitoring dan Evaluasi.
adalah Pendidikan Anak Usia Dini
adalah Peraturan Daerah

adalah Kepolisian Republik Indonesia.
adalah Peraturan Pemerintah

adalah Satuan Polisi Pamong Praja
adalah Tentara Nasional Indonesia

adalah Undang-Undang Dasar
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